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BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAH BUPATI MURU}TG RAYA
NOMOR 24 TA.IIUN 2O2O

TENTANG

PETU}IJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENG
KETIGA BELAS TAHUN 2A2A KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ESA

I\4enimbang 7 ayat {2} Pera

Pemberian t,

Belas tahun '2 20

Nasional

onesla.

N atau Tud
tentang Pen uk

Ketiga ,1as

Tahun Sipitr di Lingku

Pemerintah D

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang Pembentu

Kabupaten Katingan, I(abupaten Seruyan, Kabu

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabu

Barito Timur di Provinsi Kalimantan

{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2AAZ Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nornor 41 );

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Negara (Lembaran Negara }Republik Indonesia Tahun '2

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 12861;

$ra

1



/).)

4

5

6

Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Pemberdah araan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Peraturan Pemerintah Nomor 1i Tahun 2017 tentang

Manajemaen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2A

tentang Manajemaen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2A2A Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Notnor 12 Tahun 2O1g tentang

Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42 Tamkrahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang

Pemberian Gaji atau penghasilan ke Tiga Belas Kepada Pegawai

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional lndonesia, Anggota

Kepoiisian Negara Republik indonesia, Pegawai nonpegawai

Negeri Sipil, dan Penerima Pensii.rn atau Tunjangan {Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2A2A Nomor 132, Tarr'bahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80'lahun 2}lic tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang

Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia

'lahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun

2076 tentang Pemirentukan dal Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2076 Nornor 169, Tambahaa Lembaran

Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
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9. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2A15 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Keqja Perangkat Daerah Kabupaten lVlurung Raya {Berita
Daerah Kabupaten MurLing Raya Tahun 2A16 Nomor Zaa);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun

2A2O tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

343);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2A2O atas Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2A tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil ilembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2B Nomor 68).
;-,;!i:;ri;.,i.ii.:,:i i'

ta..,!.t!r::+r.t;ill.t

Menetapkan : FERATURAN

MENTETAPKAN:

BUPATI TEKNIS

Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan

pernerintaham yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

Negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejahat Pembina Kepeganvaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Tunjangan jabatan adalah Tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam

jabatan Fungsional dan jabatan Struktural.

4. Tunjangan Umum adalah Tunjangan yang khusus diberikan bagi

PNS yang ticlak menduduki jabatan Strukturatr lnaupun Jabatan

Fungsional.

f

DI



5. Gaji Pokok aclalah jumlah uang yang dibayarkan kepada PNS yang

tidak termasuk Tunjangan Penghasilan lainnya atau atau Gaji Pokok

sebagaimana yang tercantum pada slip Gaji.

6. Gaji 'lerusan adalah gaji yar:g dibayarkan kepada ahli waris dari

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas.

7. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS

yang beristri/Suami.

B. Gaji Ketiga Belas adalah Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas.

9. Surat Permintaan pemba;raran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen yang ditertritkan oleh pejabat yang bertanggung

Jawab atas peiaksanaan kegiatan/benclahara Pengeluaran untuk

meng4jukan permintaan pembayaran.
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PENERIMA GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) Gaji atau Fenghasilan ke Tiga Belas Tahun 2O2A diberikan kepada :

a-. PNS;

b. Caion PNS;

c. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah yang

gajinya dibebankan pada instansi induknya;

d. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, ter,vas

atau gugur; dan

e. Penerima gaji dari FNS yang din-yatakan hilang, yar\g gajinya

clibayarkan dari Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah

Kabupaten Murung Raya.
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(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. Penerima Gaji terusan dari PNS bulan Juli Tahun 2A2O;

b. PNS 3rang pensiun/Purna Tugas terhitung mulai 1 Juli Tahun

2020; d,an

c. PNS yang pindah TugaslMutasi ke Pemerintah Daerah Larn

terhitung mulai tanggal 1 Juli Tahun 2O2A. sepanjang tidak

menerima pembavaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ke Tiga

Belas dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan

dengan surat Keterangan.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

jabatan :

a. jabatan Pimplnan Pratama;

b.

madya;

(U meliputi PNS Orrl*

I

yans setara i^b+",

jC.

d"

e.

f.

$5-

t^
11.

fu

1-la.

Pemberian G4ii atau ke Tiga Belas Tahnn 2A2A

diberikan kepada :

a. FNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungal Negara;

b. PNS yang ditr-rgaskan di luar instansi pemerintah baik di

maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oieh instansi

penugasannya.

Pasal 4

(1) Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas bagi Pegawai Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat i1) yaitu se

penghasilan 1 (satu) bulan pada buian Juli Tahun 2O2O.
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(2) Dalam hal penghasilan 1 (satui bulan pada hulan Juli Tahun 2A2O

sehagaimana climaksud pada ayat {1} belum dibayarkan sebesar

penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya

penghasilan, kepada yang hersangkutan tetap diberil<an selisih

kekurangan Tunjangan l{ari Ra1,2.

{3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau

tunjangan umum.

(ai Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau

tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

gaji pokok, tunjangan keiuarga, dan tunjangan jabatan atau

tunjangan umum sebagaimana diatr-ir daiam peraturan perundang-

un

{s) ru
a.

b.

(6)

{4} terdiri dari

ayat (1) tidak

daerah atau

khusus guru atau dosen atau

a.

b.

C.

d.

f.

f,b' Tunjangan

tunjangan kehormatan

h. Tambahan penghasilal bagi guru PNS;

i. Insentif khusus;

j Tunjangan selisih penghasilan; dan

k. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangam kompensasi atau

tunjangan Lrahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan

dengan peraturan Perundang-undangan atau peraturan internal

kernenterian / lembaga.

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dikenakan

potongan iuran d.an/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan

peratu ran perundang- unrlangan



(8)

(e)

(10)

Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

unclangan sebagaimana dimaksud pada ayat {7) adalah potongan iain

selain potongan pa;ak penghasiian.

Penghasitran sebagaimana rlimaksud pada ayat {3} dikenakan pajak

penghasilan sesuai ketentuan peraturan perunda:rg-undangan dan

ditanggung pemerintah.

Penghasitran sehagaimana ditnaksud pada ayat (4) diberikan bagi

Calon PNS, paling banyak meliputi 80or'o gaji pokok PNS, tury'angan

keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjalgan umum.

Pasal 5

(tr) Penerima gajl terusan dari PNS yang meninggai dunia diberikan Gaji

atau Pe besar penghasilan 1 {satu)

bulan

(2) Pemb

SC

tem

(1) Gaji

Pada

(2)

atau

Agustus

Pasal ?

(i) Dalam Hal Pegawai Negeri Sipil rnenerima lebih dari 1 (satu)

penghasilan sebagirnana dimaksud dalam Pasal 6, maka Gaji atau

Penghasilan ke Tiga Beias diberikan salah satil yang -jumiahnya lebih

besar.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil menerima lebih dari 1 {satui Gaji atau

Penghasilan ke Tiga Belas, maka keiebihan pembayaran tersebut

merupakan utang dan r,vajib mengembalikan }<epada Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PROSEDUR PEITICAIRAil AI{GGARAH

Pasal 8

(1) Prosedur pencairan anggaran tlaji atau Penghasilan ke Tiga Eelas

dilaksanakan sebagai berikut :

a. Daftar dan rekapitulasi Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas bagi

Pegawai Negeri Sipil dibuat dan dicetak oieh Badan Fengeiolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

b. Pengajuan SPP dan SPM untuk pembayaran Gaji,Tunjangan

Atau Penghasilan ke Tiga Belas dliakukan oleh masing-masing

Perangkat rlaerah sesuai dengan daftar Gaji atau Penghasilan ke

Tiga Be1as.

c. Penerbi ke Tiga Belas bagi PNS

BAB V

KETEHTUA}T PENUTUP

Pasal 1O

Pada Saat Peraturan Bupati ini muiai berlaku maka Peraturan Bupati Murung

Raya Nomor 9 Tahun 2AW tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji

Tunjangan ke Tiga Belas kepada Pejabat Negara, Pimpinatr dan Anggota Der,van

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Murung Raya {Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun

2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 11

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Pera

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung

Ditetapkan Cahu
pada s 2020

RAYA,

YOSEPH

Diundangkan di Pu
pada tanggal 19

SEKRETARIS
I(ABUPATEI{

BERITA 24

-)
VERIFIKASI i IJJI F'EI IK

PRODUK HUKUIvI DAERAH
BAGIAN HUKUM SETDA

KAts. II/iURUNG RAYA

KsB BAc..[Et(.
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